: PEMBENTUKAN 'SUSUNAN ‘ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI :

UNIT PELAKSANA T EKNIS DAERAH PERLINDUN GAN PEREMPUAN DAN ANAK 1
Al PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN

el _'f[ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 Menmabang:

o Méﬁgingat .

 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN =

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat‘ 3) 1
Peraturan Menteri Dalam - Negeri Nomor 12 Tahun 2017
- tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang ‘Dinas
- dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan |
- Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 ‘Tahun 2016 tentang |
" Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32|
~ ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang|
‘Susunan  Organisasi, Uraian - Tugas dan Fungs1 ‘Dinas|
- Pemberdayaan Perempuan, Perhndungan Anak dan Keluarga|
' Berencana perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
- Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
~Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perhndungan :
. Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bahkpapan, o

-1, Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk S
~Indonesia Tahun 1945; =
g Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan :

" Pembentukan Daerah Tingkat II di Kallmantan (Lembaran |
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagal‘ :
- Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia| .
- Tahun 1959  Nomor 72,Tambahan. Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 1820); 1 ,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang G
Pemerintahan Daerah - (Lembaran 'Ncgara Repubhk‘ e
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran|
: Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587 ) sebagalmana telah
, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang’ o
~~ Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas| —
i f’Undang—Undang ~Nomor 23 Tahun 2014 tentang!
. Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik =
~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaranf
G V'Negara Repubhk Indones1a Nomor 567 9),

y; WALI KOTA BALIKPAPAN
- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .

“NOMOR 2 TAHUN_ 2019 -

TENT ANG

WALI KOTA BALIKPAPAN

Undang—Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

A AT M1 1 e o



4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang |
-~ Perangkat Daerah (Lembaran NegaraR'epiiblik Indonesia |
 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara T
g ‘Republik Indonesia Nomor 5887); ~ ~ B
5. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 12 Tahun 20177
' tentang Pedoman Pembentukan dan K1a31f1ka51 Cabang; B

- Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara i

’Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 20 16;} C |

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahi ﬁ'

- (Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016 Nomor 2

- Tambahan Lembaran Daerah Kota. Bahkpapan Npmor 26),
Eag ‘Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016
" tentang Pembentukan, Susunan Orgamsam dan Uraian |-

- Tugas Dlnas Pemberdayaan Perempuan Perhndungan ; s

- Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bahkpapan (Berita.
- Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016 Nomor 52), L

: MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG  PEMBENTUKAN,

= _VSUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT,
,:“"PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUANL .

~ DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

~ PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA] i

. ..,:"BALIKPAPAN

_ BABI =~
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - '

r /Dalam Peraturan Wah Kota i ini yang dlmaksud dengan

;Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. ; ~
Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlmdungan Anak dan:
Keluarga Berencana Kota Balikpapan. , g .

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas- Pemberdayaan' Perempuan N

Perhndungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

. ‘Sekretaris ~adalah  Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan SR
i Perhndungan Aneak dan Keluarga Berencana Kota Bahkpapan o
. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perhndungan Perempuan dan Anak yangf :
'k:selanjutnya dlsmgkat UP’I‘D PPA  adalah Umt Pelaksana Tekms: i
~}”Per11ndungan Perempuan dan Anak pada Dmas Pemberdayaan
' ~Perempuan Perhndungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Ballkpapan i
. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
~ Perlindungan Perempuan “dan Anak pada Dlnas Pemberdayaan
Perempuan Perhndungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bahkpapan




8 Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah pemegang Jabatan fungs1ona1 yang!

tugasnya dldasarkan pada keahlian dan atau keterampllan tertentu sesual, Sy

o kebutuhan Daerah

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

L (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dlbentuk UPTD PPA pada Dlnas

e (2) UPTD PPA sebageumana dlmaksud pada ayat (1) mCYUPakan UPTD dengan " |

kla31ﬁka31 A

" BABII
KEDUDUKAN

Pasal 3

- 4 UPID PPA sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 d1p1mp1n oleh seorang kepala w

yang secara adm1mstrat1f bertanggung jawab kepada Sekretarls dan secara’

ﬁtekms operasmnal berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada. Kepala

;Dmas ‘melalui - Kepala Bldang Perhndungan Anak dan Kepala Bldang g
’Pemberdayaan dan Perhndungan Perempuan ~

~ BABNV
' SUSUNAN ORGANISASI
Pasavl'4"'5
e (1] Susunan Organisasi UPTD- PPA terd1r1 atas
o a ‘Kepala UPTD PPA; ' ~ :

“b. Subbaglan Tata Usaha dan
- ¢. Kelompok J abatan Fungsional.

(2) j‘Bagan susunan organisasi UPTD PPA Sebagalmana d1maksud pada ay at}

= (1) tercantum dalam Lamp1ran yang merupakan baglan tidak tel‘plsahkan. :
‘darl Peraturan Wahkota ini. SE e ‘ ,

o BAB V :
, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Baglan Kesatu
UPI‘D PPA

Pasa15

o ~.UPI‘D PPA mempunyal tugas melaksanakan sebaglan keglatan tekms

s operasmnal layanan mehputl layanan

." pengaduan masyarakat
penjangkauan klien; e
pengelolaan kasus;
penampungan sementara '

oo v P




el med1as1 i

S f pendampmgan terhadap khen yang mengalam1 kekerasan dan
T : g melaksanakan keglatan pengelolaan admlmstra31 kantor UPTD

Pasal6vk :

e :iKhen yang dllayam oleh UPTD PPA sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5

v meliputi:

o an perempuan dan / atau “anak korban kekerasan dalam rumah tangga

- korban eksp101ta31 seksual o
~ anak yang berkonflik dengan hukum; o
anak sebagau korban tindak pidana;

‘anak sebagai saks1 kasus pidana; dan TR T ,‘
anak yang memerlukan perlindungan Kkhusus (AMPK) yang tldak/ belum |
d1tangan1 1nst1tus1/ perangkat daerah. i

Pasal7

-Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasal 5 UP’I‘D PPA P
. menyelenggarakan fungsi: : . e

a penyusunan rencana tekms operasional kmerja UPI‘D : :
b. pelaksanaan 31nkron1sa31 perencanaan dan. keglatan operasmnal dengan i
: bldang pada Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; L

i pelaksanaan pengendahan ‘pengoordinasian dan operasmnal layanan

e d pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendahan persoml/ sumber
~daya untuk pelaksanaan keglatan operasional UPTD; i

o e pelaksanaan ‘pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan urusan |

kerumahtanggaan rumah penampungan sementara/rumah perhndungan "

S i fff pelaksanaan momtormg, evaluas1 dan pelaporan pelaksanaan tugas UPI‘D

o dan. ; : N :
8 pelaksanaan tugas lamnya yang d1ber1kan oleh p1mp1nan/ atasan sesual
“ dengan tugas dan fung31 serta tanggung Jawab kewenangannya ~

‘Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 8':
ﬂKepala UPTD PPA sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)1"' huruf,a‘

. : i mempunya1 tugas: P :
B a.,»menyelenggarakan tugas dan fung31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5

e dan Pasal 7;

" b. mengoordinasikan dan melakukan pengendallan 1nternal terhadap unlt L
- kerjadi bawahnya, dan - L gt i
~c¢. melaksanakan tugas laln yang dlberlkan oleh Kepala Dlnas sesua1 dengan P
tugas dan fung31 serta tanggung Jawab kewenangannya e ‘

‘ VV(KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual) perdagangan‘orang dan i




B Bagiari Ketiga
Subbagian Tata Usaha ;

Pasal 9

R 1 (1) Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) |

huruf b mempunya1 tugas: : : : i
: 4melakukan pengumpulan dan penylapan bahan perencanaan program
keuangan; ekt :
ketatausahaan;
rumah tangga;
- perlengkapan;
- ‘\kepegawalan dan kehumasan dan SN

g fpengelolaan barang milik Daerah yang menjadl kewenangan UPTD

H’o o0 o

 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud pada ayat (1)

o »V,-:Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungs1 ,

hra penylapan bahan penyusunan program keglatan U]?I‘D _ :
S b pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga perlengkapan dan

o peralatan serta kebersman dan keamanan kantor ' o

0 "c pelaksanaan ketatausahaan UPTD; S S

Sy d. pelaksanaan i penatausahaan pengelolaan rumah' penampungan i
L sementara : o : ‘ A

= e pengelolaan pusat Iayanan 1nformas1 UPTD

. kf penyusunan laporan keglatan UPTD; dan

' ,g pelaksanaan tugas lalnnya yang diberikan oyleh p1rnp1nan/ atasan sesual e

T tugas dan fung81 serta tanggung jawab kewenangannya o ‘: o
o (3)‘k Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1p1mp1n oleh

seorang Kepala Subbaglan yang dalam melaksanakan tugas berada d1

“ ‘ff , .bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala UF’I‘D PPA.

Baglan Keempat v L
Kelompok Jabatan Fungsmnal =

Pasal 10

,i:’f "»r,,kifKelompok Jabatan Fungsxonal sebagalmana d1maksud dalam Pasal 4 ayat (1)
'}ghuruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fung31 UPTD
o sesuai dengan keahhan dan / atau keterampﬂan tertentu serta berS1fat mand1r1

: Pasal 11

| ‘f(l) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana d1maksud dalam Pasal 10
o ~ terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsmnal yang terbag1 e

dalam berbaga1 kelompok sesuai dengan bidangnya. - S
;(2) Kelompok Jabatan Fungsional . sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

~ dipimpin oleh seorang tenaga fungsmnal semor sebaga1 ketua kelompok

dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD. - '

(3) Jumlah jabatan fungsmnal sebagalmana d1maksud 'pada ayat (1”)‘

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja




L ,';""’_'(4) Jenis dan Jenjang _]abatan fungsmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) "
. diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan ey i

 BABVI
~ TATAKERJA

" Pasal 12

o  (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsmya Kepala UPTD PPA Kepala" 1o

- Subbagian Tata ‘Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsmnal harus :

~ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, smkronlsa31 dan 31mphfikas1vv £ |
‘ balk dalam hngkungan mas1ng-masmg maupun antar satuan unit satuan]j =
_organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 1nstan81 1a1n d1 luar SR

- Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masmg—masmg

[;2(2) Kepala UPTD PPA bertanggung Jawab untuk melaksanakan peta proses f v

bisnis di hngkungan masing-masing.

: (3) Kepala UPTD PPA bertanggung Jawab untuk memngkatkan pelayanan' ‘

pubhk menyusun dan menetapkan standar pelayanan melaksanakan
: standar pelayanan ‘minimal, ‘melaksanakan survei kepuasan masyarakat
~ dan inovasi pelayanan pubhk di hngkungan masing-masing.

RS (7(4) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk menlngkatkan ékuntablhtas; .

_kinerja instansi pemenntah di hngkungan masing-masing.

S (5) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk memngkatkan pelaksanaan‘ E

- reformasi blrokra31 di hngkungan masing-masing.

(6) Kepala UPTD PPRA bertanggung Jawab rnemlmpm\ dan mengoordmamkan _
i bawahannya masmg—masmg serta memberlkan blmblngan dan petunjukf ho

o bagi pelaksanaan tugas bawahannya

: (7) Kepala UPI‘D PPA harus menglk\itl dan mematuh1 petunjuk dan‘i T

bertanggung Jawab pada atasannya serta menyampalkan laporan berkala’ '
- tepat> waktu :

(8) Kepala Dlnas sebaga1 koordmator UPTD PPA harus melaksanakan' :

pengawasan melekat
Pasal 13

i -Apablla Kepala UPTD PPA berhalangan maka Kepala Subbaglan Tata Usaha“

g T : fsecara struktural dap‘?lt melaksanakan tugas Kepala UPTD i

. BABVI
~ ESELON.

Pasal 14

e ( 1) Kepala UPTD PPA merupakan _]abatan struktural eselon IVa atau _]abatan I
. pengawas.

e ‘i (2) Kepala Subbaglan Tata Usaha merupakan ]abatan struktural eselon IVb |

atau Jabatan pengawas Sy




~ o . BABVII L
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN |

- Pasal 15 / e ) LA
Kepala UPTD PPA dan  Kepala Subbaglan Tata Usaha dlangkat dan{'

W \'dlberhentlkan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16 .
'Segala b1aya yang tlmbul akibat dltetapkannya Peraturan Wahkota ini | 5

' dlbebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalu1 Dmas

, BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 - |

S “Peraturan Wah Kota 1n1 mulal berlaku pada tanggal d1undangkan

S Agar setlap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan Peraturani ]

T = ‘Wah Kota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Bahkpapan ‘

‘ "Dltetapkan di Bahkpapan
pada tanggal 8. Januarl 2019

: ,WALI KOTA BALIKPAPAN
ttdv |

. M.RIZALEFFENDI

~ Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 9 Januarl 2019

, SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
‘ ttd S

SAYID MN FADLI

;':BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Sahnan sesua1 dengan ashnya ‘

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BA AN HUKUM :

vDA_UD RADE
NIP 196108061990031004 = -




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2  TAHUN - 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI  UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
'PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA
BALIKPAPAN. | e

3

' STRUKTUR ORGANISASI ‘ |
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK‘

KEPALA
SUBBAGIAN
'TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

. : M. RIZAL EFFENDI
- Salinan sesuai dengan aslinya ‘ '

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BA HUKUM,

(1\,>

DAUD PARADE-
NIP 196108061990031004




